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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat memastikan

penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan sesuai prosedur

yang ditetapkan, sehingga tercapainya Good Governance yaitu dengan

menerapkan prinsip transaparansi dan akuntabilitas. SOP suatu standar

tertulis berupa tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk

menyelesaikan suatu proses tertentu. Dengan adanya SOP berbagai bentuk

penyimpangan dapat dihindari atau sekalipun terjadi penyimpangan

dilingkungan pemerintahan, hal tersebut dapat ditemukan penyebabnya dan

bisa diselesaikan dengan cara yang tepat. Apabila semua kegiatan sudah

sesuai dengan yang ditetapkan dalam SOP, maka secara bertahap kualitas

pelayanan publik akan lebih profesional, cepat dan mudah.

Dengan adanya SOP pemerintah lebih transparan mengenai prosedur

pelayanan, persyaratan administrasi, rincian biaya dan waktu penyelesaian

sehingga tidak menyebabkan proses pelayanan menjadi rumit dan

mengindikasikan adanya praktik-praktik korupsi. Dan sebagai pedoman

mengenai tugas dan kewenangan yang akan diserahkan kepada petugas
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tertentu yang akan menangani satu proses pelayanan tertentu. Atau dengan

kata lain, bahwa semua petugas yang terlibat dalam proses pelayanan

memiliki uraian tugas dan tangung jawab yang jelas. Dalam pemerintahan,

penerapan SOP merupakan sebuah keharusan dengan dikeluarkannya

peraturan Menteri Pemerintahan dan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012.

SOP juga bermanfaat untuk membantu terwujudnya birokrasi yang efektif,

efisien dan ekonomis.

Penilaian terhadap kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran

keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian tersebut

dapat juga dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi

selanjutnya. Dalam institusi pemerintah khususnya, penilaian kinerja sangat

berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan,

memotivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran,

mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat

yang dilayani dan menuntun perbaikan dalam pelayanan publik meskipun di

Kecamatan Baron Standar Operasional Prosedur Administrasi Kependudukan

sudah diterapkan dan dijalankan tapi penyelengaraan SOP tersebut belum

sepenuhnya efektif seperti pada pelayanan KTP, KK, surat rekomendasi

kepindahan penduduk dan lain-lain padahal sudah ditetapkan waktu

penyelesaian tetapi masih terjadi keterlambatan dalam penyelesaian. Hal itu

terjadi ditandai dengan masih adanya masyarakat yang tidak melengkapi

berkas-berkas yang sudah ditetapkan, sehingga dengan ketidaklengkapan

berkas tersebut pegawai tidak dapat memprosesnya secara langsung. Selain
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itu hambatan lain juga terjadi pada saat pemadaman listrik, jaringan internet

pun terputus sedangkan dalam memproses KTP dan KK menggunakan

internet, sehingga pekerjaan pun menjadi terhambat. Berdasarkan latar

belakang di atas maka dari itu peniliti tertarik melakukan penelitian tentang:

“IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN ADMINISTRASI (KTP DAN KK) DAN AKUNTABILITAS

KINERJA DI KECAMATAN BARON - NGANJUK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana transparansi dalam implementasi SOP pelayanan KTP dan KK

di Kecamatan Baron Nganjuk?

2. Bagaimana akuntanbilitas dalam implementasi SOP pelayanan KTP dan

KK di Kecamatan Baron Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui transparansi dalam implementasi SOP pelayanan

administrasi kependudukan KTP dan KK di Kecamatan Baron - Nganjuk

2. Untuk mengetahui akuntanbilitas dalam implementasi SOP pelayanan

administrasi kependudukan KTP dan KK di Kecamatan Baron - Nganjuk

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah
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1. Untuk membantu pemerintah kecamatan dalam upaya meningkatkan

kinerjanya terhadap tugasnya dalam pelayanan di bidang pemerintahan

dalam hubungannya dengan pelayanan kepada masyarakat,

2. Untuk penilaian kinerja secara eksternal dan terwujudnya akuntabilitas

kinerja kecamatan sebagai penilaian implementasi dari Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah,

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi yang

tertarik dengan permasalahan yang sama,

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

pengetahuan khususnya pengetahuan yang terkait dengan Standar

Operasional Prosedur (SOP).


